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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan pegawai negeri sipil dalam
penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) atau Literasi Digital
penggunaan SIPD di Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota
Palembang. SIPD merupakan suatu sistem yang dapat memberi dan mengolah data
terkait pembangunan daerah sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Terkait Sistem Informasi
Pemerintah Dacrah telah diatur dalam Permendagri No.70/2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif
dengan sumber data dari observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi.
Adapun analisis data yang dilakukan yakni pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini
scbanyak tiga orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Peneclitian ini
menggunakan teori literasi digital yang terdiri dari empat aspek yakni
Underpinnings, Background Knowledge, Central Competences, dan attituded and
perspective. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital pegawai negeri sipil
di Sekretariat DPRD Kota Palembang secara keseluruhan masih kurang baik. Maka
dari itu saran yang dirckomendasikan dalam penelitian ini adalah diadakannya
bimbingan teknologi yang rutin kepada pegawai yang dianggap kurang cakap dalam
menggunakan SIPD serta melakukan sosialisasi apabila terjadi perubahan-perubahan
baru terkait penggunaan SIPD.

Kata Kunci: Literasi Digital, SIPD, Sekretariat DPRD Kota Palembang
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ABSTRACT

This research to know the competence of civil government officials in the use of
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) or digital literacy using SIPD at
Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Palembang City. SIPD is
a system that can provide and process data related to area development so that it can
be information used as a material of consideration for decision making. SIPD has
been regulated in the Permendagri No. 70/2019 about Sistem Informasi Pemerintah
Daerah. The type of research used is qualitative with data sources from observation,
Deep interview, and documentation. Data analysis is done with data collection,
reduction of data, data presentation, as well as withdrawals. The number of
informants in this research is three person who is civil servants The study uses the
theory of digital literature that consists of four aspects: underpinnings. background
knowledge, central competencies, Attitude and Perspective. The result showed that
digital literacy civil servants at Secretariat DPRD of Palembang City overall was
less than satisfactory. Therefore, the recommended advice in this study is to conduct
routine technological guidance to employees who are considered less capable in
using SIPD and to socialize when new changes related to the use of SIPD.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi pemerintah daerah secara
cepat dan tepat merupakan penyelarasan pemerintah terhadap arus perkembangan
zaman. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya membawa
perubahan baru di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini telah menghilangkan
batasan-batasan teritorial antar negara dan menghadirkan kemudahan untuk berbagi
informasi antar satu negara dengan negara lain. Masyarakat saat ini dapat mengakses
berbagai jenis informasi secara mudah, karena pencaharian informasi tidak terbatas

oleh ruang dan waktu.

Transformasi digital tidak hanya dilakukan oleh organisasi swasta, namun pada
tingkatan individu dan organisasi publik pun melakukan transformasi digitalisasi. Data
Pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2022
mencapai hingga 210 juta jiwa atau sekitar 77,02% dari semua penduduk Indonesia
yang menggunakan internet (berdasarkan hasil survey oleh Asosiasi Penyedia Jasa
Internet atau APJI). Data ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya kenaikan sekitar
50% pengguna internet jika dibandingkan dari tahun 2018. Artinya, seiring
berjalannya waktu akan ada peningkatan dalam penggunaan internet sebagai upaya
untuk mewujudkan transformasi digital. Saat ini, indeks literasi digital Indonesia pada
tahun 2021 baru berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00 (berdasarkan laporan

status literasi digital dari Kominfo.go.id, 2021). Adanya tuntutan era digital saat ini



menjadi pendorong dibutuhkannya sumber daya manusia yang wajib memiliki
keterampilan khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi
digital tidak terlepas dari literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam A’Yuni (2015:7)
memaknai literasi digital sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memahami serta
menggunakan informasi dari berbagai sumber yang kemudian diperoleh melalui
internet. David Bawden (2001) mengatakan bahwa literasi komputer dan literasi
informasi sebagai awal dari munculnya literasi digital. Sementara Belshaw (2011)
memaknai literasi digital sebagai sebuah ilmu dan kompetensi yang dimiliki seseorang
agar dapat menggunakan teknologi digital. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi
digital merupakan keterampilan atau kecakapan individu dalam penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi.

Perkembangan digitalisasi ini merupakan peluang sekaligus tantangan baru
yang harus diperhatikan secara bersama. Berkembangnya teknologi digital dapat
dirasakan oleh seluruh orang, baik itu masyarakat, sektor swasta, maupun sektor
pemerintahan. Ada banyak sistem yang digunakan dalam mendukung proses dan
kegiatan pemerintah seperti E-Lapkin, E-Procurement, Simda, SIPD, dll. E-Lapkin
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019, Electronic Laporan Kinerja
atau E-Lapkin merupakan aplikasi yang berbasis website, digunakan oleh PNS sebagai
alat laporan kinerja untuk menginput laporan kinerja indvidu tahunan oleh instansi
pemerintah. E- Procurement (Electronic Procurement) adalah suatu sistem yang
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam internet, digunakan oleh
pemerintah digunakan untuk lelang, pengadaan barang atau jasa. Ada juga sistem
informasi lainnya yang digunakan oleh pemerintah, seperti Sistem Informasi

Pemerintah Daerah atau Simda yang dapat membantu manajemen serta menyajikan



informasi melalui pengumpulan data, pengolahan serta evaluasi data agar menjadi
informasi yang bernilai sehingga pada akhirnya bisa dilakuka pengambilan keputusan,
yang dimana informasii ini dapat mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud,
Rizan. 2013). Sementara SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan
suatu sistem guna untuk melakukan dokumentasi, dan mengelola data pembangunan
daerah sehingga menjadi informasi yang bisa disajikan kepada publik dan diperkirakan
bisa digunakan dalam pengambilan keputusan (Sedianingsih et al, 2014). SIPD ini juga
menyimpan informasi keuangan dan pemerintah daerah yang saling terhubung dengan
pemerintah daerah lainnya. Jadi, keterhubungan data-data dan informasi yang ada di
dalam SIPD tidak hanya memiliki hubungan vertikal (pemerintah pusat dan
pemerintah daerah), namun juga memiliki hubungan yang horizontal (antar

pemerintah daerah satu dengan yang lain).

Fungsi lain SIPD adalah untuk menyimpan data yang berkaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan daerah, data sistem keuangan daerah, serta data pemerintah
lainnya seperti sistem pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah lainnya
(Nasution & Nurwani, 2021). SIPD ini sebagai support system digunakan untuk
merencanakan program dan kegiatan lainnya, serta sebagai bahan pertimbangan
evaluasi pembangunan daerah agar lebih secara efektif dan efiien. SIPD ini juga
mendukung berbagai perpaduan pemanfaatan data yang berkaitan dengan
perkembangan pembangunan pada daerah masing-masing, dan tentunya melalui
instansi pemerintah. Adapun menurut Sudaianing & Seputra (2019), 2 hal penting
yang dapat disampaikan terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini,

yakni:



1. Pentingnya mengelola SIPD secara baik guna mendukung perencanaan
pembangunan daerah dengan hasil yang lebih berkualitas
2. SIPD memiliki hasil yang kritis dalam mendukung perencanaan pembangunan
daerah, guna mendapatkan hasil terhadap pemerintah yang lebih responsif,
mengupayakan peningkatan demokrasi dan partisipasi dalam perencanaan daerah,
serta mendorong publik (baik pemerintah maupun masyarakat) di setiap daerah.
SIPD ini juga merupakan perwujudan pemerintah dalam menjalankan amanat
yang sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 ayat 1
tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap Pemda atau Pemerintah Daerah wajib
menyediakan informasi Pemerintah Daerah secara cepat dan tepat. Dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Kementerian dalam negeri
mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai payung hukum pelaksanaan teknis dalam
menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pasal
4 ayat 1, yakni terkait ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang ada
dalam SIPD ini yakni terdiri atas;
a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
b. Informasi Keuangan Daerah.

c. Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah diterapakan dibeberapa
instansi pemerintahan daerah, salah satunya Sumatera Selatan. Penerapan SIPD ini
juga masih tergolong baru, tepatnya baru dilaksanakan pada awal Januari tahun 2021.

Penggunaan SIPD tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021, ada sekitar 73,62% atau



sekitar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintah Daerah yang telah
menggunakan SIPD. Artinya, masih ada 26,38% Pemerintah Daerah di Indonesia yang
belum menggunakan SIPD. Pada tahun Anggaran 2021, terdapat ada sekitar 202
pemda atau pemerintah dearah yang mengalami perbedaan pemahaman unit dan sub
unit organisasi dalam SIP sehingga munculnya masalah penyusunan RAK (Rencana
Anggaran Kas) serta terdapat 98 (Sembilan puluh delapa) Pemda atau Pemerintah
Daerah yang belum melakukan pemutakhiran referensi atas kode rekening, program,
kegiatan dn sub kegitan secara menyeluruh pada tahapan perencanaan dan
penganggaran dalam SIPD (Sumber: SE Menteri Dalam Negeri No. 903/145/S)).
Artinya, penerapan teknologi seperti SIPD dalam ruang lingkup Pemerintahan masih

banyak terjadi kendala.

Salah satu Pemerintah Daerah yang telah menggunakan SIPD, seperti
Sumatera Selatan. Adapun beberapa instansi tingkat Kota atau Kabupaten di Sumatera

Selatan yang telah terintegrasi SIPD yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota di Sumatara Selatan yang telah menggunakan

atau Terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

No. | Kabupaten/Kota di  Sumatera Terhubung/Belum

Selatan
1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Telah Terhubung SIPD
2 Kabupaten Ogan Komering Ilir Telah Terhubung SIPD

3 Kabupaten Muara Enim Telah Terhubung SIPD




4 Kabupaten Lahat Belum Terhubung SIPD
5 Kabupaten Musi Rawas Telah Terhubung SIPD
6 Kabupaten Musi Banyuasin Telah Terhubung SIPD
7 Kabupaten Banyuasin Telah Terhubung SIPD

8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Telah Terhubung SIPD

9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Telah Terhubung SIPD

10 | Kabupaten Ogan Ilir Telah Terhubung SIPD

11 | Kabupaten Empat Lawang Telah Terhubung SIPD

12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Telah Terhubung SIPD

13 | Kabupaten Musi Rawas Utara Telah Terhubung SIPD
14 | Kota Palembang Telah Terhubung SIPD
15 | Kota Pagaralam Telah Terhubung SIPD
16 | Kota Lubuk Linggau Telah Terhubung SIPD
17 | Kota Prabumulih Belum Terhubung SIPD

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan SIPD di Sumatera selatan belum
sepenuhnya diterapkan oleh semua Kota dan organisasi perangkat daerah (OPD). Bisa

kita lihat dari bahwa SIPD Pemerintah Daerah untuk kabupaten atau kota di Sumatera



Selatan masih ada yang belum terintegrasi. Dari data tersebut untuk wilayah Sumatera
Selatan, ada dua kota yang belum terintegrasi ke SIPD, yakni kota Lahat dan kota
Prabumulih. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, peralihan dari sistem manual ke
digital untuk pengelolaan administrasi pemerintah tentunya membutuhkan planning

dan persiapan yang matang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang salah
stau contoh instansi di Kota Palembang yang telah menggunakan SIPD. Berdasarkan
data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, untuk kota Palembang sendiri sudah terintegrasi atau terhubung ke
Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD ini merupakan pembaharuan dari sistem
yang dipakai pemerintah sebelumnya, yakni Simda khususnya dalam tata kelola
keuangan yang berkaitan untuk pembangunan daerah. Kebijakannya pun baru
disahkan pada tahun 2019, dan baru diimplementasikan pada tahun 2021 yang artinya
SIPD ini masih sangat baru dalam penerapannya di instansi pemerintahan daerah,
khususnya di Sumatera. Namun fakta di lapangan terhadap penggunaan SIPD salah
satu di instansi pemerintah yakni Sekretariat DPRD Kota Palembang, terkait masalah
penginputan data yang tidak seluruh pegawai mampu mengoperasikannya. Hanya ada
beberapa selaku admin untuk melakukan penginputan data keuangan SIPD, dimana
admin tersebut merupakan tenaga honor/tenaga supporting, bukan pegawai PNS.
Padahal seharusnya, penggunaan SIPD itu menjadi tugas dan kewajiban PNS, karena
akun yang digunakan pada saat login harus memakai NIP PNS. Artinya, penggunaan

SIPD oleh pegawai atau aparat pemerintah saat ini masih menjadi hot issues.



Hasil penelitian dari Intan Ladyta, Yosi Handayani dan Roza Puspita dengan
judul “Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan
(SINTAG)” menunjukkan bahwa literasi digital dalam penggunaan Sistem Informasi
Pengendalian Tagihan masih memiliki beberapa kendala, seperti kesalahan dalam
penginputan data, kesalahan dalam pengetikkan nominal angka yang dapat
menghasilkan informasi yang tidak akurat dan tidak relevan bagi bendahara
pengeluaran. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
pembahasan terkait literasi digital dalam penggunaan sistem informasi khususnya di
ruang lingkup pemerintahan. Sementara perbedaannya, penelitian ini masalah terkait
literasi digital dalam penggunaan SIPD menggunakan teori dari David Bawden (2001),
sementara penelitian sebelumnya membahas literasi digital dalam penggunaan

SINTAG menggunakan teori Ssistem informasi dari Fauzi (2017).

Penelitian Nadya Citta (2020) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan,Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Manado)” menunjukkan hasil bahwa penerapan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Manado belum terlaksana secara baik
karena adanya beberapa kendala seperti banyaknya OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) yang tidak dapat melakukan input data secara tepat waktu sesuai dengan yang
ditentukan oleh Bappelitbangda. Akibatnya, banyaknya keterlambatan saat proses
input data perencaaan. Sumber dya manusia yang kurang sera bimtek atau bimbingan
teknis yang kurang maksimal juga menyebabkan banyak pegawai yang tidak dapat
mengoperasikan SIPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
permasalahan yang sama penggunaan SIPD yang belum terlaksana baik yang salah

satunya disebabkan oleh pengguna SIPD atau pegawai itu sendiri. Adapun perbedaan



penelitian yakni teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan teori
implementasi dari George Edward I11, maka penelitian ini menggunakan teori literasi

digital dari David Bawden.

Penelitian dari Muhammad Irfan Nasution dan Nurwan (2021) dengan judul
“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan” menunjukkan hasil
bahwa penerapan SIPD di Kota Medan masih kurang efisien, serta masih
dibutuhkannya bimbingan teknis karena banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
yang belum terbiasa menggunakan SIPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah permasalahan yang sama terkait penggunaan SIPD. Adapun
perbedaan penelitian yakni teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya
menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, maka penelitian ini

menggunakan teori literasi digital dari David Bawden.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang

penelitian yakni:

1. Penggunaan SIPD yang masih baru menjadi hot issue karena masih banyak
kendala seperti 98 Pemerintah Daerah belum melakukan pemutakhiran referensi
atas program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening secara menyeluruh pada
tahapan perencanaan dan penganggaran dalam SIPD. Artinya penggunaan SIPD
oleh pegawai Pemerintah masih menjadi kendala.

2. Berdasarkan penelitian dari Muhammad Irfan Nasution dan Nurwan (2021)
dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan”
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menunjukkan hasil bahwa penerapan SIPD di Kota Medan masih kurang efisien,
serta masih dibutuhkannya bimbingan teknis karena banyak SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang belum terbiasa menggunakan SIPD.

3. Salah satu Instansi Pemerintah Daerah, seperti DPRD Kota Palembang yang
ditemukan masalah adanya ambil alih tugas yang seharusnya menjadi kewajiban
Pegawai terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penginputan
data masih dibantu oleh tenaga honorer yang jelas tidak memiliki NIP dan jikapun
terjadi kesalahan, maka sulit akan mendapatkan pertanggungjawabannya.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat kemampuan pegawai
dalam penggunaan SIPD, dengan judul “Literasi Digital Dalam Penggunaan Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palembang”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Adapun permasalahan yang
dapat dirumuskan yakni “Bagaimana literasi digital dalam Penggunaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan ini untuk mengetahui, memahami, dan
mengidentifikasi Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
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1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Penulisan ini yakni:

1. Manfaat Teoritis, Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi
publik serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Literasi
Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Manfaat Praktis, yakni memberi masukan ataupun saran kepada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang terkait Literasi Digital dalam

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
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